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ABSTRAK 

Penolakan pengesahan RKUHP yang diangkat dalam tulisan ini terjadi karena petunjuk 

yang diberikan oleh PutusanMahkamahKostitusiNomor 013-022/PUU-IV/2006 tidak 

dilaksanakan oleh DPR dan pemerintah. Penelitian hukum ini merupakan penelitian 

hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau 

data sekunder. Penelitian menyimpulkan bahwa pengaturan substansi yang sama dalam 

RKUHP dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang telah menyatakan Pasal 

134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, 

dan memerintahkan untuk tidak mengatur kembali delik penghinaan terhadap 

presiden/wakil presiden dalam RKUHP. Pemerintah dan DPR tidak mempunyai 

argumentasi hukum yang kuat untuk menghidupkan kembali delik penghinaan terhadap 

presiden/wakil presiden.Menurut putusan Mahkamah Konstitusi, presiden dan wakil 

presiden tidak boleh mendapatkan perlakuan privilege hukum secara diskriminatif 

berbeda dengan kedudukan rakyat. Pembatasan yang dilakukan oleh negara kepada warga 

negaranya dalam menyampaikan pendapat harus sangat hati-hati, karena hal itu berarti 

negara telah membatasi hak asasi manusia dalam menyampaikan pendapat. 

 

Kata kunci: Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP); delik 

penghinaan presiden/wakil presiden; kritik; kontroversi. 
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